Pertahankan Kawasan Bertutupan Hutan di Lahan Perkebunan

AI:LIM'ANITANI Tam-ﬁr ada-

! ~dalam nmusan pembangun
1 hijau. Tidak usah diragukan
gi,rentetankebijakan yangmen-
ukung penyelamatan kawasan
apgan keanekaragaman hayati
an bentang alam tropisnya. Pen-
ipaian dan pengakuan atas ko-
iitmen hijau Bumi Etam yang
rkini adalah diraihnya perjan-
an pendanaan karbon: melalui
rest carbon partnership facility
'CPF).

FCPF-Carbon Fund merupakan
rogram insentif berbasis kinerja
anguranganemisi darl deforesta-

dan degradasi hutanr(REDD+)
tbagai bagian;rangkaian kerja
ima antara pemerintah Indone-

a, dalam hal ini Kementerian
ingkungan Hidup dan Kehutan-
1dengan Bank Dunia. Skemaini
arpotensi- memberikan insentif
nilaihampirUSD110jutahingga
)25 sesuai kinerjaprovinsi dalam
engurangi emisi. Keberhasilan
alam FCPF ini merupakan jalan
anjang Kalimantan Timur yang
1dah dirintis sejak 2010 dengan
lanya deklarasi Kaltim Green.

Kaltim Green adalah upaya
ntuk mentransformasi pemba-
runan ekonomi dari yang meng-
hdalkan industri ekstraktif
enuju  perekonomian "idengan
imber-sumber berkelanjutan
au terbarukan. Peran-krusial
alimantan Timur dalam: penu-
inan emisi, cukup besar. Dalam
1iku “Membumikan REDD Kal-
n”’ disebutkan; provinsiini akan
>rkontribusi sekitar 17 persen
i komitmen penurunan emisi
idonesia (nationally determined
ntribution/NDC) dari sektor
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berbasis lahan. Target yang cu-
kup besar; jika harus ditanggung
pemerintah sendiri. Namun, lebih
mudah dicapaibilaadakolaborasi
dengansektorswastaterutamada-
lam upayapencegahandeforestasi
dan degradasi di dalam wilayah
sektor berbasis lahan seperti per-
kebunan dan kehutanan.
Berangkat dari komitmen dan
peran besar Kaltim dalam penu-
runan emisi tersebut, provinsiini
aktif menyusun kebijakan mau-
pun membentuk lembaga pen-
dukung pembangunan hijau. Di
antaranya lahirnya Master Plan
Perubahan Iklim, keberadaan
Dewan Daerah Perubahan Iklim,
hinggakeanggotaandalam Satuan
Tugas Gubernuruntuk Hutan dan
Iklim Governor’s Climate and For-
est-Task: Force (GCF-Task Force)
bersama dengan 38 yurisdiksi set:
ingkat provinsi/kabupaten dari

" sembilannegaradidunia. Bahkan

pada 2017, Kota Balikpapan terpi-
lih menjadituan rumahkonferen-
si GCF TasK Force.

Pada Keseitibatin tersebut, ‘fu-
ki kepala daerdt yang mewakllr
seluruliKabiipaten di 'Kalhmamtan
PTinur menandatangaml Komit-
men pengembangan* .pex;kebunan
berkelamutar Ada empat ;pm n
yang ’d1sepakat1 yaitu menguts
makan produkfmmtas ’d§r1 pem-
Bukaah TaRaH Bari pemﬁnuRaan
lahan bBaru umtuk kebun. rakyat
diapahkan @i area bencadanggn
Karbon rehdah ¢ Vﬁ%ﬁasmen Ataan
perizinan, perlindungan area ber-
naJaxl\kons ervasﬂ’tmggl (ANKT) se-
Iuas 640 ribu Hektar&idan nenras-
tikan perusahaan perkebunandan
perkeBunan rakyat menerapkan
priifsip perfebunfn berkelahjut:
an. Khusus ANKT, pemerlntah
Provifisi enilai pentmg iRtk
mempertahankan kawasan bex-
1{mt.':url fli dalam areal penun'eukan
perkebunan, sebagai Bagian dati
pénekapan: Pringip perkebunan
Berkelanjutat.

Konsep ANKT awalnya diper-
kenalkan pada skema sertifikasi
pengelolaan hutan berkelanjutan
Forest StewardshipCouncil(FSC).
Pada panduan ANKT terakhir,
yaitu pada 2013, disepakati sejum-
lah prinsip yang diadopsi dalam
pengelolaan hutan lestari, antara
lain keragaman spesies, ekasistem
dan mosaik tingkat lanskap, eko-
sistemdan habitat, jasa ekosistem
yang sangat penting, kebutuhan
masyarakat, dan nilai-nilai buda-
ya.Prinsip-prinsip tersebut harus
dilaksanakan oleh pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK), baik hutan alam
danhutantanamanindustri,yang
mengajukan sertifikasi FSC agar
hasil kayunya berterima di pasar
yang berkepedulianlingkungan.

KonSep ANKT int pun dnadopsl
eleh sertifikasi saw1t BerKelanjut-
.an, seperti Rounitablé SugFain-
able Palm @il (RSPO); sérfkf asi
kedelai yang ‘bertanggungL awab
dtatt Reundtable on Responsr e
Soy (RTRS); sertifikasi: pevkebun
an febu Berkelajijatan 'atah ST
tainable Sugancane Platit atmn
(BoniSuerd); dan sektifiktasi bwfuel,
berkeiamufan‘-’atau Routit
Sustaifiablé Biotuel (RSB
rapan A;‘NKT bisa menja maten
peréncanaan taﬁ gur!fa Talian! ba-
han advokasi Konservasi Aingga
pertimbangan ifivestast. Mesk1
tujuannya Baik, tetapi iHple-:
mentasi ANKT Ybermfat sukarela
(voluntary). Saat 1m partisipagi
korporasi masilt renidat ditam-
bah Jagi, belum ada insentif yafig
jelas daril pemerintall terliadap
perusaliaan yang mmeniiliki dan
mengelola ANKTnya.

Pemerintah DaerahKalimantan
Tinwr, melalui Dinas Perkebun-
an, mulai merangkul pemangku
kepentingan termasuk korporasi
untuk menjalankan konsep ANKT
ini. Berangkat dari komitmen
pada 2017 di pertemuan GCF-TE;
kemudiandilakukan verifik asila-
pangan tentang luasan ANKT se-
Kalimantan Timuroleh tim teknis.
Hasilnyadiperolehada sekitar 417
ribu kawasan peruntukan ANKT.
Komposisinya secara berurutan
Mahakam Ulu (107 ribu hektare),
KutaiBarat (86,6 ribuhektare), Be-
rau(83ribu hektare), Kutai Timur
(75 ribu hektare), Kutai Kartane-
gara (50,8 ribu hektare), Paser (11
ribu hektare) dan Penajam Paser
Utara (2 ribu hektare). Dari tujuh
kabupaten tersebut, baru Berau
yangmengukuhkanluasan ANKT

IV

dengan Surat Keputusan Bupati
Beraunomor 287 tahun 2020. Surat
Keputusan tersebut judulnya je-
las, yaitu Penetapan PetaIndikatif
Perlindungan Areal dengan Nilai
Konservasi Tinggi dan Cadangan
Karbon Tinggi pada Kawasan Per-
kebunan seluas 83 ribu hektare.
Beleid tersebut juga menetapkan
Dinas Perkebunan Berau sebagai
lembaga yang akan mengawasi,
berkoordinasi, dan memberikan
laporan atas pengelolaan ANKT.
Sebab, peta indikatif yang sudah
berkekuatan hukum menjadi acu-
andalam pemberianrekomendasi
izin lokasiusaha perkebunan.
Apa yang sudah dilakukan Ka-

bupatenBerausebenarnyaadalah .

amanah dari Peraturan Daerah
Perkebunan Berlanjutan Kali-
mantan Timur Nomor 7 Tahun
2018. Tepatnya di Pasal 55 yang
menyatakan bahwa setiap pelaku
usaha perkebunan bertanggung
jawab terhadap pengelolaan ling-
kungan, keanekaragaman hayati,
dan sosial budaya—ketiga prin-
sip yang termaktub dalam ANKT.
Bahkan di tiga pasal selanjutnya,
yaitu pasal 56, 57, dan 58, secara
tegasmengaturketentuan tentang
penetapan ANKT tersebut.
Untuk lebih menguatkan kewa-
jiban ANKT, pemerintah provin-
si kini memiliki aturan khusus
yanglebih teknis, yaitu Peraturan
Gubernur Nomor 12 Tahun 2021
tentang Kriteria Area dengan Kon-
servasi Tinggi. Pada pasal lima
peraturan gubernur tersebut, di-
wajibkan pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota dan
pelaku usaha perkebunan wajib
melakukan identifikasi, inventa-
risasi dan pengelolaan ANKT. Ke-

wajiban ini jelas mengikat untu
tujuhkabupatenyangadadiBun
Etam. :

Penetapan dan pengelolaa
ANKT di tingkat kabupaten ir
masih menghadapi sejumla
tantangan. Antara lain, perh
nya tim pemantau dan evaluas
perangkat pemonitoran berdasa
sistem informasi geospasial da
berbasis waktu nyata, petunju
teknissepertistandar operasion
prosedur (SOP), data tata guna I
han terkini, dan tentunya kesiaj
~an sumber daya pendukungny:
Tidak mudah memang, tapiharu
dilakukan.

Setidaknya sertifikasi RSP
sudah memulainya dengan me
wajibkan perusahaan untu
menerapkan ANKT. Pengelol:
an, pemantauan, dan pelapora
ANKT ini memperkuat skem
NewIndonesiaSustainable Palx
Qil (ISPO Baru) yang diluncu
kan pemerintah melalui Kemer
terian Pertanian pada Desembe
2020. Pemerintah pun ikut mer
dorong partisipasi perusahaa
dan pekebun dengan menyusu
regulasi insentif pengelolaa
ANKT, yang masih dirumuskar
Secara paralel, inovasi pemar
faatan ANKT juga terus diken
bangkan, semisal dengan pol
agroforestri, yaitu sistem buc
daya tanaman kehutanan yan
dilakukan bersama. dengan t:
naman pertanian/perkebuna
dengan potensi nilai ekonor
tinggi seperti porang dan kakac
Melalui agroforestri, masyar:
kat di sekitar ANKT bisa menj:
ga hutan dan memperoleh per
dapatan tambahan (alternatit
livelihood). (***/rdh/k15)




